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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHAP
menentukan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dapat digjukan atas dasar ditemukannya keadaan baru
(novum), pertentangan putusan pengadilan dan kekhilafan atau kekeliruan hakim. Permohonan Peninjauan
Kembali sebagian besar digjukan atas dasar novum, bahkan timbul opini publik yang mempersepsikan
novum sebagal syarat Peninjauan Kembali. Kualifikasi novum yang menjadi dasar Peninjauan Kembali
belum diatur secarajelas di dalam KUHAP. Hal tersebut menimbulkan interpretasi tentang kualifikas
novum yang beragam di dalam masyarakat.

Kualifikas novum yang belum dipertegas merupakan penyebab terjadinya penumpukan perkara Peninjauan
Kembali di Mahkamah Agung. Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dinilai belum cukup memuaskan untuk
menjawab perseps publik mengenal batasan novum. Dasar yang dapat digunakan dalam menilai novum
adalah penafsiran para Hakim Mahkamah Agung yang tercantum di dalam putusan-putusan Peninjauan
Kembali. Hakim Mahkamah Agung bebas memutuskan untuk menerima novum yang diajukan sebagal dasar
Peninjauan Kembali atau tidak.

Penjelasan atas novum sebagai dasar Peninjauan Kembali diperlukan untuk menjawab ketidaktegasan
perihal keterangan waktu serta kualitas novum sebagai dasar Peninjauan Kembali, agar tercipta kepastian
hukum dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung berkurang. Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui kualifikasi novum sebagai dasar pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali yang sebagian
besar didasarkan atas pendapat dan pemikiran para ahli maupun praktisi hukum.
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